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7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 
Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048 ); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 
54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ; 

11. KeputuRan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, 
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 70) ; 

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan 
Daerah; 

Tahun 
Pajak 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di 
Bidang Pajak Daerah; 

1.4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Kalirnantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan 
Tengah; 

15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang 
Pajak Kendaraan Bermotor; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI 
KALIMANTAN TENGAH 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 
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PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG 
PERURAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH 
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 1 TAHUN 1998 
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. 

Pasal I 

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Ka1imantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak 
Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Propinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 1998 Seri A), 
diuhah sebagai berikut : 

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e dan i 
sebagai herikut 

Pai::;al l 

Dalam Peraturan Daerah ini 
a~rngan 

yang 

a. Daerah adalah Daerah Propinsi 
Tengah 

berbunyi 

dimaksud 

Kalimantan 

b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah 
beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 
sAbagai Badan Eksekutif Daerah; 

c. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah; 

d. Dinas Pendapatan Daer ah adalah Dinas 
Pendapatan Daer ah Propinsi Kalimantan 
Tengah ; 

e. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan 
bernda dua atau lebih beserta gandengannya 
yang rligunakan di semua jenis jalan darat, 
dan digerakan oleh peralatan teknik berupa 
motor atau peralatan lainnya yang berfungsi 
untuk mengubah c.;uatu sumber daya energi 
tArtentu menjadi tenaga gerak kendaraan 
bermotor yang benrnngk11tan I termasuk alat­
a 1.at herat dan alat-alat besar yang bergerak. 

i _ R11r::it~ PAmbAr :i tah11nn Pajak Daer ah, yang dapat 
disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib 
Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 
dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak 
d,rn/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta 
dan lcewaj iban, m~rnurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

B. Pasal 
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R. Pasal 3 berbunyi sebagai berikut 

Pasal 3 

Ohjek pajAk adalah kepemilikan dan atau 
pAnguasaan kendaraan bermotor, termasuk 
kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 
hermotor alat- alat berat dan alat- alat besar 
seka1ipun tidak digunakan sebagai angkutan orang 
dan atau barang dijalan umum. 

C. Diantara Pasal 3 dan 4 disisipkan Pasal 
3A. dan Pasal 3B" baru, yang berbunyi 
berjkut : 

Pasal 3A 

"Pasal 
sebagai 

(l) Kendaraan Bermotor dari luar Daerah (Non KH) 
yang beroperasi diwilayah Kalimantan Tengah 
mulai darj 1 (satu) bulan sampai dengan 3 
(tiga) bulan, dipungut Pajak Kendaraan 
Rermotor ( PKB-nya ) sebesar 1/12 dari tarif 
PKR yang herlaku untuk setiap bulannya. 

(2) Bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah 
(Non KH) yang beroperasi di Wilayah 
Kalimantan Tengah selama lebih dari 3 (tiga) 
bulan, dipungut Pajak Kendaraan Bermotor 
(PKB-nya) dengan tarif pajak penuh 1 (satu) 
tr1h11n. 

Pasal 3B 

(1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagian 
dipAruntukan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota 
~i Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah dengan 
pembagian 

r1. Bagian Pemerintah Propinsi 
Tengah sebesar 70 %. 

Kalimantan 

h. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 
30 %. 

(2) Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud 
ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota 
akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur. 

Pasal II .......... . 
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PF:N,TF.:LASAN 
PF.RA'l'URAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 

NOMOR 2 TAHUN 2001 

'T'F.N1'ANG 

PRRIJ'RAHAN !\'PAS PF:RA'T'URAN DAERAH PROPTNSI DAERAH TINGKAT I 
KALTMAN'T'AN ~RNGAH NOMOR 1 TAHUN 1998 

'l'RN'l'ANG PA,TA.K KRNDA.R,11.AN BERMOTOR 

T. PF.N,TF.T.ARAN UMUM. 

'Rercla::;,;rk,rn ketent.uan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
t Ant.ang Pemer i r.t r1h D;,i,~::'.'ah, Un,'li➔ r.g--1md;rng Nomor 2 5 Tahun 1999 
t.ent ;mg Peri mhang;=rn Keu;:i:ngan Antr1ra Pemer intah Pus at Dan 
naer;:1h.. ;-;erta Undang- 1;nd,nig Nomor 34 t.ahun 2000 tentang 
Pi:wuh?.han .r..t.r1s Ur;dnng-nnd;=ing Repuh 1 i k Indonesia Nomor 18 Tahun 
1 q 97 t.ent.;:ing 'P::i j nk f'!r:tf'r at, D:=ni Ret r i bus i. Daer ah, dimana pada 
pri n:~ i pnyn kP:tentmrn kRt ig:::i. Undang-undang tersebut memberikan 
~Asempatan kepa~a Daerah sebagai DaPrah otonom untuk menyusun 
Anggarr1n Pendapatan nan Relanja naerahnya sedapat mungkin 
men~1tamakan surnher penerimaan d:::i.erah dari surnber penerirnaan 
Penoapatan Asli naerah ( PAD ) yait.u Pajak Daerah dan Retribusi 
naer;:ih. 

Res:;uai p1Jl11 oengan knndi::;i ;i]arn Kalimantan Tengah saat 
tni, maka salah satu jenjs Pajak Daerah yang dianggap cukup 
nnmi n.-qn knnt.r i h11p; i nya da 1 am nu~nyuki;Askan pelaksanaan APBD 
Prnpinsi KalimRntan TPngah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. 

MAngingat PRr~tur~n Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Kalimantan Tengah Nomcr 1 Tahun ]998 tentang Pajak Kendaraan 
RArmotnr ditetapk~n hera~Rark~n ketentuan Undang-undang 
Repuhlik Tndnnesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan 
RAtriht1Ri Daerah, rnaka ketentuan y~ng diatur dalam Bab I Pasal 
1 P(H:1turan naer ah, o imaksu<l, per Ju d iubah untuk disesuaikan 
oengi'rn kAtP.ntrnrn Undang-undang Nomor ~2 tahun 1999 tentang 
PAmerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimhangan Ke11angRn Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, serta 
Undnng-und;=mg Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan A.tas 
Undang-undang 'Republik Tnc'lonei:d i'l Nomor 18 Tahun 1997 Tentang 
Pnjak naerah Dan Retrihusi Dr1~rAh. 

Hn 1 in i pAr 11: r1 i 1 akukan sfihag,'1 i upaya Ferner intah Daer ah 
Propin~i KalimantAn 'l'Angah dalam rneningkatkan Pendapatan Asli 
n..i,~rah gunr1 mAmhi ayai pt':lmh,rnguna.n di segala bidang yang sedang 
oil ;:fksr:1nakan f--i:iknrar;g in i d;u1 ~P-tAnHmy;:i, sesuai tuntutan dan 
pr-,rlulmh.1ng::rn ma:~yarak;it. Kal:i rn;:rnt;u, 'T'An<pih snat i.ni. 

TT. PF.N,TF.T.ASAN PASAL DF.:MT PASAL. 

Pa:,r11 T h11r11f A 
P;:rnn 1 1 huruf e Yang termasuk jenis alat-alat berat dan 

alat-alat besar adalah sebagai berikut 

- Forklip/Traktor 
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- Forklip/Traktor 
- Ruldozer 
·- Loa:'ler 
- Skider 
- Shovel/Scarper/Crawler 
- Grader 
- Exavator 
- Crane 
·- Farm Traktor 
- Looging Truck 
- Aspal Mixing Plant 
- Mesin Gilas (Stam wals) 
- Lokomotif 
- Alat-alat berat dan alat-alat 

lainnya yang sifatnya 
dikategorikan sebagai objek pajak. 

besar 
dapat 

PAnyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud 
Ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota 
sehesar 30 % diatur sebagai berikut : 

- ~O % dibagi rata kepada Kabupaten/Kota. 
~O % dibagi sesuai dengan prosentase 
realisasi penerimaan pada masing-masing 
Kr1bnpr1ten/Kota yang bersangkutan. 

Cnk11p jAlRs. 


